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AN MENTEIERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7262 TAHUN 2014
TENTANG

PENETAPAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARMARAJA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

an akses pendidikan madrasah
yatan masyarakat meialai
akan madrasah

bahwa dalam rangka meningkatk
vang bermutu, perlu memberikan kesemj
organisasi berbadan hukum uniuk menyelenggar
sesuai dengan standar nasional pendidikan;
bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi

persyaratan administrauf, teknis, dan kelayakan yang telah

ditetapkan:

bahwa berdasarkan pertimbang
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Kej
Agama Republik Indonesia tentang Pemberian
Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darmaraja

an sebagaimana dimaksud dalam
>utusan Menter

[zin Operasiona
Kabupate:

Sumedang.

Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siste
Fendidikan Nasional {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones

Nomor 4301); .
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dos

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1S
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stanc
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
7005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peratu:
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan a
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik indonesia Tak
7013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon:
Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang W
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indon
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 4363),
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendar
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nc
4864); _

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang (
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
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mulan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bandung
30 Desember 2014




